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PRAKATA 

 
Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta9ala 

atas limpahan rahmat, ilmu, kesehatan, dan kesempatan sehingga buku 

Mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang Profesional, 

Berdampak, dan Berkelanjutan ini dapat disusun. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad shallallahu 

8alaihi wa sallam, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqamah 

mengikuti ajaran beliau. 

Buku ini hadir dari kebutuhan praktis dan akademik untuk menyediakan 

rujukan yang lebih sistematis mengenai pendirian Badan Usaha Milik 

Daerah atau BUMD, terutama bagi pemerintah daerah yang ingin 

menjadikan BUMD sebagai instrumen pelayanan publik, penguatan 

ekonomi lokal, pengelolaan aset daerah, dan peningkatan Pendapatan Asli 

Daerah. 

Penyusunan buku ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa pendirian 

BUMD tidak cukup hanya didasarkan pada keinginan kelembagaan atau 

harapan memperoleh dividen. BUMD harus dibangun melalui dasar 

kebutuhan daerah yang jelas, studi kelayakan yang kuat, pemilihan bentuk 

hukum yang tepat, permodalan yang hati-hati, tata kelola yang profesional, 

serta model bisnis yang realistis. Tanpa landasan tersebut, BUMD berisiko 

menjadi beban fiskal daerah dan tidak mampu memberi manfaat nyata bagi 

masyarakat. 

Buku ini berupaya menyajikan pembahasan secara menyeluruh, mulai 

dari konsep dasar BUMD, kerangka hukum dan kebijakan, identifikasi 

kebutuhan daerah, studi kelayakan, pemilihan bentuk Perumda atau 

Perseroda, penyertaan modal, penyusunan naskah akademik dan Perda, 

tata kelola, model bisnis, evaluasi, restrukturisasi, hingga praktik baik 

Perumda dan Perseroda yang telah berhasil. Dengan susunan tersebut, 

buku ini diharapkan dapat menjadi panduan yang mudah dipahami 

sekaligus dapat digunakan dalam praktik penyusunan dokumen kebijakan 

pendirian BUMD. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah 

memberi inspirasi, pengalaman, dan ruang pembelajaran dalam proses 

penyusunan buku ini, terutama pemerintah daerah, akademisi, praktisi, 

serta para pemangku kepentingan yang selama ini terlibat dalam kajian 

kebutuhan daerah, studi kelayakan usaha, penyusunan naskah akademik, 

dan penguatan tata kelola BUMD. Pengalaman tersebut menjadi bagian 
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penting dalam memperkaya isi buku ini agar tidak hanya bersifat normatif, 

tetapi juga aplikatif dan dekat dengan kebutuhan lapangan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. 

Dinamika regulasi, kebutuhan daerah, model bisnis, dan praktik tata kelola 

BUMD akan terus berkembang seiring perubahan ekonomi dan kebijakan 

publik. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan 

untuk penyempurnaan pada edisi berikutnya. 

Akhirnya, penulis berharap buku ini dapat memberi manfaat bagi 

pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, akademisi, mahasiswa, 

konsultan, tenaga ahli, dan seluruh pihak yang memiliki perhatian terhadap 

penguatan BUMD. Semoga buku ini dapat menjadi salah satu ikhtiar kecil 

dalam mendorong lahirnya BUMD yang profesional, akuntabel, sehat secara 

usaha, kuat dalam pelayanan publik, dan berdampak nyata bagi 

pembangunan daerah. 

 

 

      Banda Aceh, Mei 2026 

 

 

 

 

Hendra Halim 
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BAB 1 
 

 

KONSEP DASAR  

DAN URGENSI PENDIRIAN BUMD 

 
A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP BUMD 

Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disebut BUMD, merupakan 

badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh 

daerah. Dalam kerangka hukum Indonesia, pengertian ini menegaskan 

bahwa BUMD bukan sekadar unit kerja pemerintah daerah, melainkan 

entitas usaha yang dibentuk melalui pemisahan kekayaan daerah untuk 

menjalankan kegiatan ekonomi tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 54 

Tahun 2017 menempatkan BUMD sebagai badan usaha yang memiliki 

karakter kelembagaan tersendiri, berbeda dari organisasi perangkat daerah 

karena BUMD bekerja melalui logika usaha, memiliki organ pengelola, dan 

dituntut menghasilkan manfaat ekonomi maupun manfaat umum bagi 

masyarakat. PP tersebut juga mengatur bentuk BUMD, permodalan, organ, 

kepegawaian, tata kelola, sampai pembinaan dan pengawasan.  

Secara konseptual, BUMD dapat dipahami sebagai bentuk local state 

owned enterprise, yaitu perusahaan milik pemerintah daerah yang berada 

di antara ranah administrasi publik dan ranah bisnis. Posisi ini menjadikan 

BUMD sebagai organisasi hibrida atau hybrid organization karena 

memadukan mandat publik, kepemilikan negara atau daerah, orientasi 

pelayanan, dan tuntutan efisiensi usaha. Literatur tentang organisasi 

hibrida menegaskan bahwa organisasi semacam ini tidak cukup dinilai dari 

laba, tetapi juga dari nilai sosial, dampak layanan, akuntabilitas, serta 

kemampuan mengelola kepentingan banyak pihak (Espósito et al., 2021; 

Ferry et al., 2024). Dengan demikian, ruang lingkup BUMD mencakup 

kegiatan usaha yang relevan dengan kebutuhan daerah, potensi ekonomi 

lokal, penyediaan barang dan jasa publik, serta penguatan kapasitas fiskal 

daerah. 



 

 

BAB 2 
 

 

 

KERANGKA HUKUM  

DAN KEBIJAKAN PENDIRIAN BUMD 

 
A. KEDUDUKAN BUMD DALAM SISTEM HUKUM PEMERINTAHAN 

DAERAH 

BUMD memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum pemerintahan 

daerah karena ia berada pada titik pertemuan antara hukum administrasi 

pemerintahan, hukum keuangan daerah, hukum perusahaan, dan hukum 

pelayanan publik. Secara kelembagaan, BUMD bukan perangkat daerah, 

tetapi badan usaha yang modalnya berasal dari kekayaan daerah yang 

dipisahkan. Pemisahan kekayaan ini memiliki konsekuensi hukum yang 

penting karena dana atau aset yang telah dipisahkan tidak lagi diperlakukan 

sebagai belanja operasional perangkat daerah, melainkan sebagai 

penyertaan modal pemerintah daerah pada entitas usaha. Dengan 

demikian, BUMD memiliki karakter hukum yang berbeda dari dinas, badan, 

kantor, atau unit pelaksana teknis daerah. Ia menjalankan kegiatan usaha, 

memiliki organ perusahaan, menyusun rencana bisnis, mengelola aset, dan 

mempertanggungjawabkan kinerja secara korporatif. 

Dalam rezim pemerintahan daerah, keberadaan BUMD berhubungan 

dengan kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan menurut asas otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan 

ruang bagi pemerintah daerah untuk merancang instrumen pembangunan 

sesuai kebutuhan lokal, termasuk melalui pendirian badan usaha. Namun, 

kewenangan tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas. Pendirian BUMD 

harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan daerah, kelayakan bidang 

usaha, kemampuan keuangan daerah, dan kepentingan masyarakat. PP 

Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa regulasi BUMD disusun sebagai 

pelaksanaan ketentuan dalam Undang Undang Pemerintahan Daerah, 



 

 

BAB 3 
 

 

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DAERAH 

DAN PENENTUAN BIDANG USAHA BUMD 

 
A. PENDIRIAN BUMD BERBASIS KEBUTUHAN DAERAH 

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah harus dimulai dari pertanyaan 

mendasar mengenai kebutuhan apa yang hendak dijawab oleh pemerintah 

daerah. BUMD tidak seharusnya didirikan hanya karena pemerintah daerah 

ingin memiliki perusahaan sendiri, mengikuti tren daerah lain, atau melihat 

peluang pendapatan secara sempit. Dalam kerangka pembangunan daerah, 

BUMD adalah instrumen kebijakan publik yang bekerja melalui mekanisme 

korporasi. Artinya, BUMD baru layak dipertimbangkan apabila terdapat 

kebutuhan pelayanan umum, kebutuhan masyarakat, potensi ekonomi 

daerah, atau kegagalan mekanisme pasar yang tidak dapat diselesaikan 

secara optimal oleh perangkat daerah, koperasi, BUMDes, badan usaha 

swasta, atau skema kemitraan biasa. 

Pendekatan berbasis kebutuhan ini sejalan dengan teori public value, 

yang memandang keberhasilan organisasi publik dari kemampuannya 

menciptakan nilai bagi masyarakat. Nilai publik tidak hanya berbentuk 

keuntungan finansial, tetapi juga kualitas layanan, keterjangkauan akses, 

stabilitas harga, pemerataan manfaat, perlindungan kelompok rentan, dan 

penguatan ekonomi lokal. Höglund et al. (2021) menegaskan bahwa 

penciptaan public value memerlukan keterhubungan antara strategi 

organisasi, sistem pengendalian, dan ukuran kinerja. Dalam konteks BUMD, 

hal ini berarti bahwa bidang usaha BUMD harus diturunkan dari masalah 

nyata daerah, bukan dari ambisi kelembagaan semata. 

BUMD juga dapat dibaca melalui perspektif state owned enterprises 

sebagai agen pembangunan. Perusahaan milik negara atau daerah memiliki 

peran yang berbeda dari perusahaan swasta karena tidak hanya mengejar 

laba, tetapi juga menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan strategis. Nugraha 

et al. (2023) menunjukkan bahwa perusahaan milik negara dapat 



 

 

BAB 4 
 

 

STUDI KELAYAKAN PENDIRIAN BUMD 

 
A. FUNGSI STUDI KELAYAKAN DALAM PENDIRIAN BUMD 

Studi kelayakan merupakan tahap fundamental dalam pendirian Badan 

Usaha Milik Daerah karena menentukan apakah gagasan pendirian BUMD 

benar layak dilanjutkan atau justru perlu ditunda, diperbaiki, bahkan 

dibatalkan. Dalam praktik pemerintahan daerah, studi kelayakan sering 

dipahami sebagai dokumen administratif untuk memenuhi syarat regulasi. 

Pandangan ini keliru karena studi kelayakan seharusnya menjadi instrumen 

pengambilan keputusan berbasis bukti. Melalui studi kelayakan, 

pemerintah daerah dapat menilai kebutuhan publik, potensi usaha, risiko, 

kebutuhan modal, kelayakan pasar, proyeksi keuangan, kesiapan 

kelembagaan, serta manfaat sosial ekonomi yang akan dihasilkan. PP 

Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa pendirian BUMD harus 

didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha, sehingga 

studi kelayakan menjadi fondasi hukum dan teknokratis dalam proses 

pendirian BUMD.  

Secara konseptual, studi kelayakan BUMD berbeda dari studi kelayakan 

perusahaan swasta murni. Perusahaan swasta umumnya menekankan 

profitability, return on investment, dan pertumbuhan pasar. BUMD 

memang harus memperhatikan aspek keuangan, tetapi juga perlu menilai 

manfaat publik, peningkatan layanan, penguatan ekonomi lokal, dan 

dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu, studi kelayakan BUMD 

harus memadukan pendekatan bisnis dan pendekatan kebijakan publik. 

Dalam perspektif public value, kelayakan pendirian BUMD tidak hanya 

ditentukan oleh kemampuan menghasilkan laba, tetapi juga oleh 

kemampuan menciptakan nilai publik yang dapat dirasakan masyarakat. 

Höglund et al. (2021) menegaskan bahwa penciptaan public value 

memerlukan keterkaitan antara strategi organisasi, sistem pengendalian, 

dan ukuran kinerja. 



 

 

BAB 5 
 

 

 

PEMILIHAN BENTUK HUKUM:  

PERUMDA ATAU PERSERODA 

 
A. BENTUK BUMD MENURUT REGULASI 

Pemilihan bentuk hukum merupakan keputusan strategis dalam 

pendirian BUMD karena menentukan struktur kepemilikan, organ 

perusahaan, mekanisme pengambilan keputusan, peluang kerja sama, 

model pengawasan, dan orientasi usaha. PP Nomor 54 Tahun 2017 secara 

tegas mengatur bahwa daerah dapat mendirikan BUMD melalui peraturan 

daerah, dan BUMD terdiri atas dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah 

dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah memperoleh 

kedudukan sebagai badan hukum sejak peraturan daerah pendiriannya 

berlaku, sedangkan perusahaan perseroan daerah memperoleh kedudukan 

badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang undangan tentang 

perseroan terbatas. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sejak awal 

pemerintah daerah harus memilih bentuk hukum yang paling sesuai dengan 

tujuan pendirian, karakter layanan, dan model bisnis yang akan dijalankan.  

Dalam perspektif hukum pemerintahan daerah, pilihan antara Perumda 

dan Perseroda tidak boleh dipandang sebagai pilihan administratif semata. 

Perumda dan Perseroda membawa konsekuensi berbeda terhadap 

kepemilikan modal, mekanisme pengambilan keputusan, hubungan dengan 

pihak ketiga, struktur pengawasan, dan fleksibilitas usaha. Perumda lebih 

dekat dengan model public enterprise yang menekankan pelayanan umum 

dan penguasaan penuh oleh satu daerah, sedangkan Perseroda lebih dekat 

dengan model corporate enterprise karena berbentuk perseroan terbatas 

dan modalnya terbagi dalam saham. Perbedaan ini penting agar 

pemerintah daerah tidak salah memilih bentuk badan usaha. Kesalahan 



 

 

BAB 6 
 

 

PERMODALAN, PENYERTAAN MODAL, 

DAN PENGELOLAAN ASET DAERAH 

 
A. SUMBER MODAL BUMD 

Permodalan merupakan fondasi awal dalam pendirian dan 

pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. Modal bukan hanya berfungsi 

sebagai dana awal untuk menjalankan aktivitas usaha, tetapi juga menjadi 

indikator komitmen pemerintah daerah terhadap keberlanjutan BUMD. PP 

Nomor 54 Tahun 2017 menyebutkan bahwa sumber modal BUMD terdiri 

atas penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. 

Regulasi yang sama juga menegaskan bahwa modal BUMD yang bersumber 

dari penyertaan modal daerah merupakan batas pertanggungjawaban 

daerah atas kerugian BUMD. Ketentuan ini penting karena menunjukkan 

bahwa penyertaan modal memiliki konsekuensi hukum, fiskal, dan tata 

kelola yang harus dihitung sejak awal.  

Penyertaan modal daerah merupakan sumber modal yang paling lazim 

dalam pendirian BUMD. Penyertaan modal dapat diberikan dalam bentuk 

uang maupun barang milik daerah yang dinilai sebagai modal. Dalam 

perspektif public finance management, penyertaan modal bukan belanja 

biasa, tetapi investasi pemerintah daerah yang harus menghasilkan manfaat 

ekonomi, sosial, atau keduanya. Karena itu, penyertaan modal perlu 

dikaitkan dengan studi kelayakan, rencana bisnis, target kinerja, proyeksi 

arus kas, risiko usaha, dan kemampuan fiskal daerah. Jika modal diberikan 

tanpa analisis yang memadai, BUMD dapat berubah menjadi beban fiskal 

yang menyerap APBD tanpa menghasilkan nilai publik. 

Pinjaman dapat menjadi sumber modal tambahan bagi BUMD, 

terutama ketika badan usaha telah memiliki arus kas, aset, kontrak 

pendapatan, atau prospek bisnis yang cukup kuat. Namun, pinjaman tidak 

boleh digunakan untuk menutup kelemahan manajemen atau membiayai 

usaha yang belum jelas pasarnya. Pinjaman harus ditempatkan dalam 
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PROSEDUR PENDIRIAN,  

NASKAH AKADEMIK, DAN PERDA BUMD 

 
A. PETA JALAN PENDIRIAN BUMD 

Pendirian Badan Usaha Milik Daerah memerlukan peta jalan yang 

sistematis karena prosesnya tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

menyangkut keputusan hukum, keuangan daerah, tata kelola, dan strategi 

pembangunan. BUMD tidak dapat didirikan hanya berdasarkan kehendak 

kelembagaan pemerintah daerah. Ia harus lahir dari kebutuhan daerah, 

kajian kelayakan bidang usaha, kesesuaian dengan RPJMD, kemampuan 

APBD, serta persetujuan politik melalui pembentukan Peraturan Daerah. PP 

Nomor 54 Tahun 2017 menegaskan bahwa pendirian BUMD didasarkan 

pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan 

dibentuk, serta pelaksanaan kajian tersebut menjadi bagian dari kebijakan 

RPJMD dan dibiayai dari APBD.  

Tahap pertama dalam peta jalan pendirian BUMD adalah identifikasi 

kebutuhan daerah. Pemerintah daerah perlu menjawab masalah publik apa 

yang ingin diselesaikan, apakah terdapat kebutuhan pelayanan umum yang 

belum terpenuhi, apakah ada potensi ekonomi yang belum dikelola, dan 

apakah BUMD merupakan bentuk kelembagaan yang paling tepat. Tahap ini 

harus menggunakan data, seperti RPJMD, PDRB, data sektoral, data 

pelayanan publik, data kemiskinan, data UMKM, data infrastruktur, dan 

hasil konsultasi dengan pemangku kepentingan. Dalam perspektif evidence-

based policy, keputusan pembentukan lembaga publik harus didasarkan 

pada bukti, analisis, dan proyeksi dampak, bukan sekadar intuisi kebijakan 

(Head, 2022). 

Tahap kedua adalah penyusunan studi kelayakan. Studi ini harus 

menilai kelayakan ekonomi, pasar, keuangan, hukum, teknologi, sumber 

daya manusia, tata kelola, dan risiko. Dalam konteks BUMD, studi kelayakan 

tidak boleh hanya menghitung potensi laba, tetapi juga harus menilai 
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TATA KELOLA, ORGAN BUMD,  

DAN MANAJEMEN SDM 

 
A. PRINSIP TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK 

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan fondasi utama agar 

BUMD tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sehat secara kelembagaan, 

profesional secara manajerial, dan dipercaya oleh masyarakat. Dalam 

konteks BUMD, tata kelola tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan 

perusahaan swasta karena BUMD menggunakan kekayaan daerah yang 

dipisahkan dan membawa mandat pelayanan publik. Karena itu, prinsip 

good corporate governance harus diterapkan dengan memperhatikan dua 

tujuan sekaligus, yaitu penciptaan nilai ekonomi dan penciptaan nilai publik. 

PP Nomor 54 Tahun 2017 menempatkan tata kelola perusahaan yang baik 

sebagai salah satu aspek pengaturan BUMD, bersama pengaturan pendirian, 

modal, organ, kerja sama, pinjaman, penggunaan laba, evaluasi, 

restrukturisasi, dan pembubaran.  

Prinsip pertama adalah transparency, yaitu keterbukaan informasi yang 

relevan, akurat, tepat waktu, dan mudah dipahami oleh pemilik modal, 

DPRD, auditor, masyarakat, dan pemangku kepentingan lain. BUMD perlu 

menyampaikan laporan keuangan, laporan kinerja, laporan penggunaan 

penyertaan modal, laporan risiko, dan laporan pelayanan secara tertib. 

Prinsip kedua adalah accountability, yaitu kejelasan fungsi, tugas, 

wewenang, dan pertanggungjawaban setiap organ BUMD. Tanpa 

akuntabilitas, direksi, dewan pengawas, komisaris, dan pemilik modal dapat 

saling melempar tanggung jawab ketika terjadi kegagalan usaha atau 

penurunan kualitas layanan. 

Prinsip ketiga adalah responsibility, yaitu kepatuhan BUMD terhadap 

hukum, regulasi sektor, standar pelayanan, kewajiban lingkungan, dan 

tanggung jawab sosial. Prinsip keempat adalah independence, yaitu 

pengelolaan BUMD secara profesional tanpa intervensi politik yang 
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MODEL BISNIS, OPERASIONAL,  

DAN STRATEGI PENINGKATAN PAD 

 
A. PENYUSUNAN MODEL BISNIS BUMD 

Model bisnis BUMD merupakan rancangan tentang bagaimana BUMD 

menciptakan nilai, menyampaikan nilai kepada pelanggan, memperoleh 

pendapatan, mengelola biaya, dan memberi kontribusi bagi daerah. Dalam 

konteks BUMD, model bisnis tidak boleh hanya berorientasi pada 

keuntungan finansial, tetapi juga harus memuat nilai publik yang ingin 

dicapai. Artinya, value proposition BUMD harus menjawab dua pertanyaan 

sekaligus, yaitu manfaat apa yang diberikan kepada pelanggan dan manfaat 

apa yang diberikan kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Dalam 

kerangka public value, keberhasilan organisasi publik ditentukan oleh 

kemampuannya menghubungkan strategi, kapasitas operasional, dan 

legitimasi publik dalam menciptakan manfaat nyata (Höglund et al., 2021). 

Penyusunan model bisnis dapat dimulai dari identifikasi value 

proposition. BUMD air minum, misalnya, menawarkan akses air bersih yang 

aman, terjangkau, dan berkelanjutan. BUMD pangan menawarkan serapan 

produk petani, stabilisasi pasokan, distribusi efisien, dan harga yang lebih 

wajar. BUMD pariwisata menawarkan pengelolaan destinasi yang 

profesional, pengalaman wisata yang lebih baik, serta keterlibatan UMKM 

lokal. BUMD pengelolaan aset menawarkan optimalisasi aset daerah agar 

tidak menganggur dan mampu menghasilkan pendapatan. Dalam teori 

model bisnis, proposisi nilai menjadi inti karena menjelaskan alasan 

pelanggan memilih produk atau layanan tertentu dibandingkan alternatif 

yang tersedia (Massa et al., 2017). 

Komponen berikutnya adalah pelanggan, mitra utama, aktivitas utama, 

sumber daya utama, sumber pendapatan, dan struktur biaya. Pelanggan 

BUMD dapat berupa rumah tangga, pelaku UMKM, petani, pedagang, 

wisatawan, industri, pemerintah, atau masyarakat umum. Mitra utama 
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EVALUASI, PENGAWASAN, RESTRUKTURISASI, 

DAN KEBERLANJUTAN BUMD 

 
A. SISTEM PENGAWASAN BUMD 

Sistem pengawasan BUMD diperlukan untuk memastikan bahwa badan 

usaha daerah dikelola sesuai tujuan pendirian, prinsip tata kelola 

perusahaan yang baik, dan kepentingan masyarakat. BUMD tidak dapat 

dilepaskan sepenuhnya seperti perusahaan swasta biasa karena modalnya 

berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dan sebagian kegiatannya 

dapat terkait dengan pelayanan publik. PP Nomor 54 Tahun 2017 

menegaskan bahwa pengawasan BUMD dilakukan untuk menegakkan tata 

kelola perusahaan yang baik, serta dilaksanakan melalui pengawasan 

internal dan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh satuan 

pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya, sedangkan 

pengawasan eksternal dilakukan oleh pemerintah daerah.  

Kepala daerah memiliki peran strategis sebagai representasi pemilik 

modal daerah. Namun, peran tersebut harus dijalankan dalam batas tata 

kelola korporasi, bukan sebagai intervensi operasional harian. Pada 

Perumda, kepala daerah bertindak sebagai Kuasa Pemilik Modal, sedangkan 

pada Perseroda kepala daerah mewakili pemerintah daerah sebagai 

pemegang saham melalui mekanisme RUPS. Fungsi kepala daerah adalah 

memastikan BUMD berjalan sesuai mandat, rencana bisnis, kontrak kinerja, 

dan kepentingan daerah. Apabila kepala daerah masuk terlalu jauh dalam 

keputusan operasional, risiko politisasi, konflik kepentingan, dan inefisiensi 

akan meningkat. 

DPRD memiliki fungsi pengawasan politik dan anggaran terhadap 

kebijakan pemerintah daerah, termasuk kebijakan penyertaan modal, 

pembentukan Perda BUMD, dan evaluasi manfaat BUMD terhadap daerah. 

DPRD tidak seharusnya masuk ke dalam keputusan bisnis harian BUMD, 

tetapi berhak menilai apakah kebijakan pendirian, penambahan modal, dan 
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PRAKTIK BAIK PERUSAHAAN  

UMUM DAERAH YANG SUKSES 

 
A. KERANGKA PRAKTIK BAIK PERUMDA SUKSES 

Praktik baik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda sukses dapat 

dipahami sebagai kemampuan badan usaha milik daerah untuk 

menjalankan fungsi pelayanan publik, menjaga kesehatan usaha, 

memperkuat tata kelola, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. 

Perumda memiliki karakter kelembagaan yang berbeda dari Perseroda 

karena seluruh modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas 

saham. Karakter ini membuat Perumda lebih dekat dengan orientasi 

pelayanan umum, khususnya pada sektor yang menyangkut kebutuhan 

dasar masyarakat seperti air minum, pasar rakyat, kebersihan, transportasi 

publik, dan layanan publik lain yang membutuhkan kendali kuat dari 

pemerintah daerah. Dalam kerangka PP Nomor 54 Tahun 2017, Perumda 

bukan sekadar organisasi administratif, tetapi badan usaha yang harus 

dikelola secara profesional dengan tetap membawa mandat pelayanan. 

Praktik baik Perumda perlu diletakkan dalam perspektif public value. 

Teori public value menekankan bahwa organisasi publik dan badan usaha 

milik pemerintah tidak cukup dinilai dari laba, tetapi juga dari nilai yang 

diciptakan bagi masyarakat. Nilai tersebut dapat berupa perluasan akses 

layanan, peningkatan kualitas pelayanan, keterjangkauan tarif, 

perlindungan kelompok rentan, efisiensi pelayanan, dan kontribusi 

terhadap pembangunan daerah. Höglund et al. (2021) menjelaskan bahwa 

penciptaan public value memerlukan keterkaitan antara strategi, sistem 

pengendalian manajemen, dan ukuran kinerja. Dalam konteks Perumda, hal 

ini berarti tujuan pelayanan publik harus diterjemahkan ke dalam indikator 

yang jelas, seperti cakupan layanan, kontinuitas layanan, kepuasan 

pelanggan, efisiensi biaya, dan kesehatan keuangan. 
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PRAKTIK BAIK PERUSAHAAN  

PERSEROAN DAERAH YANG SUKSES 

 
A. KERANGKA PRAKTIK BAIK PERSERODA SUKSES 

Praktik baik Perusahaan Perseroan Daerah atau Perseroda sukses perlu 

dipahami sebagai kemampuan badan usaha milik daerah untuk 

menjalankan model bisnis yang sehat, tata kelola korporasi yang kuat, 

kemitraan strategis yang produktif, dan kontribusi nyata terhadap 

pembangunan daerah. PP Nomor 54 Tahun 2017 menjelaskan bahwa 

Perseroda merupakan BUMD berbentuk perseroan terbatas yang modalnya 

terbagi dalam saham, dengan seluruhnya atau paling sedikit 51 persen 

saham dimiliki oleh satu daerah. Karakter ini membuat Perseroda lebih 

fleksibel dibandingkan Perumda karena dapat mengembangkan kerja sama 

investasi, memperluas usaha, dan membangun kemitraan korporasi 

sepanjang pemerintah daerah tetap menjaga kendali strategis.  

Perseroda sukses tidak cukup hanya dilihat dari pertumbuhan 

pendapatan atau laba. Sebagai badan usaha milik daerah, Perseroda juga 

harus menciptakan public value melalui pembangunan infrastruktur, 

peningkatan layanan, penguatan ekonomi lokal, penciptaan lapangan kerja, 

pengelolaan aset daerah, dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

Höglund et al. (2021) menjelaskan bahwa penciptaan public value 

membutuhkan keterkaitan antara strategi organisasi, sistem pengendalian 

manajemen, dan pengukuran kinerja. Dalam konteks Perseroda, hal ini 

berarti bahwa rencana bisnis, kontrak kinerja, indikator keuangan, dan 

indikator dampak daerah harus disusun secara terpadu. 

Kriteria pertama Perseroda sukses adalah memiliki model bisnis yang 

jelas. Model bisnis menjelaskan siapa pelanggan yang dilayani, apa value 

proposition yang ditawarkan, sumber pendapatan, struktur biaya, mitra 

utama, aktivitas utama, dan keunggulan kompetitif. Perseroda yang 

bergerak pada transportasi publik, properti, pangan, energi, logistik, atau 
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peneliti pada Pusat Riset Komunikasi Pemasaran, Pariwisata, dan Ekonomi 

Kreatif Universitas Syiah Kuala sejak tahun 2022, Pusat Riset Sawit dan 
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Kelapa Universitas Syiah Kuala sejak 2022 dan peneliti pada Pusat Riset 

Hukum, Islam, dan Adat Universitas Syiah Kuala sejak 2023. 

Melalui buku ini, Hendra menyajikan panduan strategis pendirian 

Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan pengalaman akademik, penelitian, 

penyusunan dokumen kebijakan, serta keterlibatan langsung dalam kajian 

kebutuhan daerah dan kelayakan usaha pendirian BUMD. Buku ini 

diharapkan dapat menjadi referensi praktis dan akademik bagi pemerintah 

daerah, DPRD, perangkat daerah, akademisi, konsultan, dan pemangku 

kepentingan yang ingin memahami proses pendirian BUMD secara 

komprehensif, mulai dari aspek kebutuhan daerah, studi kelayakan, bentuk 

hukum, permodalan, penyertaan modal, tata kelola, model bisnis, 

pengawasan, hingga praktik baik Perumda dan Perseroda. 

 

 




